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Peraturan Pemerintah

Fahun 2000 tentang Ke&gg‘ggggi
Pemgnntah dan Kewenangan
Provinsi Sebagai Daerah
Otonom(Lembaran Negara Tahun
2000  Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);
Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pencemaran
Lingkungan (Lembaran Negara
Tahun 2001  Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4161);

Keputusan Presiden Nomor 109
Tahun 2003 tentang Dana Alokasi
Umum Provinsi dan
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
2004 (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 160);

Peraturan Daerah Tingkat |
Banggai Nomor 9 tahun 1992
tentang Pendirian Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah  Tingkat |l Banggai
(Lembaran Daerah Tahun 1993
Nomor 1 Seri D Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten
Banggai Nomor 20 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten
Banggai (Lembaran Daerah Tahun
2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13).
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perusahaan

Pemenntah

dipidang pelayan:
1 Direktur adatuh Di

g Badan Penm

Bancgat .
9. Pegawai adllahP_ ‘

Bangga.

(2) PDAM sebagaimana L
di Kabupaten Banggai.

(©) F’DAM
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Pasal 5

nyeienggarakan tugas sebagaimana dimaksud pads

Pasal 4, PDAM melakukan usaha-usaha pengadaan, penyediaan
dan pengaturan air bersih / air minum untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.
BAB IV

MODAL

Pasal 6

n terdiri atas aktifa dan pasiva

(1) Neraca permulaan perusahaa
da saat berlakunya Peraturan

dari PDAM yang dialihkan pa
Daerah ini.
(2) Modal dasar perusa

dipisahkan.
(3) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) dapat ditambah dari pernyisihan sebagian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyertaan modal

pemerintah Pusat dan pinjaman.
(4) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan

Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

haan terdiri atas kekayaan Daerah yang

BAB V
PENGURUS

Pasal 7

Pengurus PDAM terdiri dari :
a. Direktur;
b. Badan Pengawas.

!1. v ol
(2
%40
[
¥ P i !
FOh . L :
el sttt £ -
S e :
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(1) PDAM dipimpin oleh m
Bupati diutamakan bukan dari P, g
Badan Pengawas. h

(2) Direktur sebagaimana dimaks I
(tiga) orang Kepala
Administrsi K Bm
Bagian Pela
sebagai benkut e m = n- |

: Mempunya.pe,m

dnbukt;ka?l W mir
C. Memt)uatdm anvaiik: *_ f"-’, ‘
PDAM RE

| 4" ‘f
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b. Tunjangan
c. Jasa TG
(2) Besarnya Ga]u
ditetapkan dengan
koma lima) kali per
mempertimbangkan ke
(3) Besarnya tunjangan ds
dimaksud dalam ayat (1}
setelah memperhatikar
kemampuan Pemsaham 4
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Pasal 17

1) Direktur yang diberhentikan den

( dimaksud pada Pasal 14 huryf
dengan hormat. .

(2) Direktur yang diberhentikan den
dimaksud pada Pasal 14 Huruf d.
dengan hormat.

(3) Direktur yang diberhentikan den
dimaksud pada Pasal 14 huruf b
sebesar 3 (tiga) kali penghasilan
terakhir juga diberikan uang pe
ditetapkan secara proporsional se

(4) Direktur yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 14 huruf ¢ selain diberikan uang
pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima
pada bulan terakhir juga dapat diberikan uang penghargaan

yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa
jabatan.

gan alasan sebagaimana
a, b dan ¢ diberhentikan

gan alasan sebagaimana
e dan f diberhentikan tidak

gan alasan sebagaimana
selain diberikan uang duka
yang diterima pada bulan
nghargaan yang besarnya
suai masa jabatannya.

Pasal 18

(1) Direktur yang berhenti karena habis masa jabatannya dan

tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai
dengan kemampuan perusahaan.

Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berasal
dari Pegawai Perusahaan berhak menerima pesangon ?tat;
memilih menjadi Pegawai kembali dengan diberi pangka
Setingkat dengan pangkat pegawai yang tertinggt.

Pasal 19

. ; Khir
ga"”g lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur bera

. H k {
B?,dan Pengawas sudah mengajukan calon Direktur kepada
Pat;,
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I Pasal 20

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila Dj
diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

(2) Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) sebagaiman dimaksyq
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati uny
masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan

BAB Vil

rektur

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 21

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

(2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan
masyarakat konsumen yang memenuhi persyaratan

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi |
persyaratan sebagai berikut :

a. Menguasai manajemen perusahaan;

b. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau
dengan Anggota Badan Pengawas lain atau dengan
Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus
maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

(4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan
untuk melanjutkan jabatan harus mendapat izin tertulis dari
Bupati.

(5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sepagaimana
gimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusal

upati.
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jumlah Anggota Bm
seorang diantaranya di

(1) Masa jabatan Anggot: |
tahun dan dapat diangkat k \.

jabatan.

(2) Pengangkatan mmbﬂ

dilakukan apabila A
melakukan p

memberikan W .

Perusahaan mampu r
kebutuhan air minum k
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Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 26

(1) Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :
a. Uang jasa;
b. Jasa produksi.
(2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a terdiri dari
a  Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40
% (empat puluh persen) dari gaji Direktur,;
b Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar
35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji Dirextur;
c. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar
30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.
(3) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yang besarnya
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 27 i

Y
Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
a. Atas permintaan sendiri; e e
b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya,
¢ Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
d

e

_ Terlibat tindakan pidana;
 Merugikan Perusahaan.

Pasal 28

(1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah
satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf
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c. d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan kepag

yang bersangkutan.
(2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksyg

dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan
Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kena mengeluarkan
Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Anggota
Badan Pengawas.

BAB VIii
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan, Pembinaan dan
Pemberhetian Pegawai

Pasal 29

(1) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawali

merupakan kewenangan Direktur.
(2) Jumlah Pegawai diangkat berdasarkan pada beban kerja dan

kemampuan keuangan di Perusahaan.

Pasal 30

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai harus memenuhi

peryaratan sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia;

b Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan
maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk SLTP, SMU dan
maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Diploma (D3)
dan Sarjana (S1);

c Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

d Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menen
Pancasila dan UUD 1945; :
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c. berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia maksimal 5g
(lima puluh enam) tahun;

d. Tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf ¢, d, g, hdan ;

Merugikan perusahaan.

@

Bagian Kedua
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 34

(1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional
dibidangnya dapat diangkat dan menduduki jabatan tertentu.

(2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan Pegawai,
Direktur membentuk Tim Pertimbangan Jabatan.

Bagian Ketiga
Tunjangan, Jasa Produksi dan Penghargaan

Pasal 35

(1) Selain gaji pokok, pegawai diberikan tunjangan suami / isteri,
anak dan tunjangan jabatan bagi Pegawai yang menduduki
jabatan.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diberikan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh
Direktur sesuai kemampuan Perusahaan.

(3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diberikan kepada Pegawai berupa Jasa Produksi dan
Penghargaan.

Pasal 36

Apabila setiap tahun setelah tutup buku Perusahaan memperoleh

keuntungan, kepada Pegawai diberikan jasa produksi yang
besarnya ditetapkan oleh Direktur.
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a. 10 (septﬂUh)

secara terus n
dam2(dua)mm
baik;

. Pegawai yang m e
berjasa atas penger _ |
duadlkantetadanw

c. Pegawai yang akan memasuki pen:

(2) Jenis dan besarmya penghargaan
dalam ayat (1) dite
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(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya tahun
buku, Direktur telah mengajukan Rencana Kerija dan
Anggaran Perusahaan kepada Bupati.

(4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati
belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan yang diajukan dianggap telah disahkan.

BAB X
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH
Pasal 40

(1) Laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah
dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
a. Bagian Laba Pemerintah Daerah sebesar 30 % (tiga puluh
persen);

b. Cadangan Umum sebesar 20 % (dua puluh persen);

c. Cadangan Sosial Pendidikan sebesar 10 % (sepuluh
persen),

d. Dana Kesejahteraan sebesar 20 % (sepuluh persen);

e. Jasa Produksi sebesar 20 % (dua puluh persen).

(2) Bagian Laba Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
berikutnya.

(3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf d diperuntukan bagi kesejahteraan Direktur dan
Pegawai.

(4) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direktur dengan peresetujuan
Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
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Pasal 41

Dana Representatif disediakan dari anggaran perusahaan
setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah
penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada
pulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direktur secara
efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan.

BAB Xl

TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 42

(1) Direktur dan / atau Pegawai PDAM yang dengan sengaja atau
karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PDAM wajib
mengganti kerugian.

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam aayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XIi
KERJASAMA
Pasal 43
PDAM dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan /
Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan

modal, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-ain
atas persetujuan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner



-;[ !
T
=
T
I

8
BAB Xlil
PEMBINAAN
Pasal 44

(1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PDAM dalam
rangka meningkatkan daya guna PDAM sebagai aja
kelengkapan otonomi daerah sehingga dapat beroperasi
secara sehat, efektif dan profesional.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 45

(1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Untuk melaksanakan pembubaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dibentuk panitia pembubaran oleh Bupati.

I(3) Apabila PDAM dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan
dibayar dan harta kekayaan PDAM dan sisa lebih / kurang
menjadi milik / tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(4) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembubaran
PDAM kepada Bupati.

(5) Bupati menyelesaikan kekaryaan Direktur dan Pegawai atas
pembubaran PDAM.
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Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 19 Februari 2005

BUPATI BANGGAI,
ttd

SUDARTO

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 25 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttdl
SYAHRAIN SUNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 3 SERI E

NOMOR 3

rdengan Aslinya.
ag Dokymentasi dan Informasi Hukum

UCE, SH, MH
NIP. 570 012 152 ‘
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